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Hal :  Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara
JI. Propinsi No.KM 09, Nipah-Nipah

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur 76141

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum
(skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan
penelitian.

Sehubungan dengan hal terscbut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama :  Azizah Putri Nabila

NIM ¢ 11000121120098

Alamat ¢ JL.Sambu 1 No. 32, RT. 03, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Nomor HP : 081958934514

Bidang Minat  : Perdata Agraria

Judul Skripsi :  Dampak Kcbijakan Badan Bank Tanah dalam Pengelolaan Tanah di
Kec Sepaku Kabup Penajam Paser Utara

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. s,
'196711191993032002 W\’ 1



Lampiran 2
SURAT BALASAN PERMOHONAN RISET/PENELITIAN DARI
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KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Propinsi KM 9 Komp. Perkantoran Penajam Paser Ulara Telepon: (0542) 7211375 email. kab-penajampaserutara@atrbpn.go.id

Penajam, 07 Mei 2025

Nomor : UP.02.03/1405-64.09/V /2025
Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Yth.Dekan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
Di
Semarang

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
Nomor :382/UN7.F1/AK/IV/2025 tanggal 23 April 2025 perihal tersebut diatas,
Bersama ini disampaikan, bahwa kami mengijinkan mahasiswa yaitu :

Nama : Azizah Putri Nabila

NIM :11000121120098

No HP Aktif : 081958934514

Alamat : JLSambu I No.32, Rt.03, Kota Balikpapan
Bidang Minat : Perdata Agraria

Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Badan Bank Tanah dalam

Pengelolaan Tanah di Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk melaksanakan Riset/Peneliian pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Rosian Anwar, S.H., M.H.
NIP 197503121996031001

o "@ Dokumen inl sah dan telah ! secarn melnlus e-Office ATR/BPN menggunnkan sertifikat
Neesnsd clektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur Validasi
2 A Surat’ pada aplikasi Sentuh Tanahku
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Nomor S-107/Bdn-BT1/PPU/111/2024 Penajam, 18 Maret 2024
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Hal :  Himbauan

Kepada Yth,

Pemilik Bangunan/Pondok di atas HPL Badan Bank Tanah

di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah Proyek Penajam
Paser Utara seluas 4.162 Ha yang berlokasl di Kelurahan Riko, Pantal Lango, Gersik,
Jenebora, Kecamatan Penajam dan Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Badan Bank Tanah mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2021 tentang
Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur

dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
. Bahwa Badan Bank Tanah adalah selaku pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana

Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 00002, No. 00003, dan No. 00004.

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan peninjauan Kawasan Badan Bank Tanah,
terdapat bangunan/pondok yang berdiri diatas Lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan
Bank Tanah tanpa seizin Badan Bank Tanah selaku pemegang Sertipikat Hak Atas
Tanah.

Bahwa perlu kami beritahukan mengenai keberadaan bangunan/pondok diatas HPL
Badan Bank Tanah tanpa ijin merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal
2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakalan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang
menyatakan : “Dilarang memakai Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya”
dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf “"a” dan
“b” yang menyatakan : Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam
pasal-pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan ..”

Badan Bank Tanah Proyex Penajam Paser Ulara
Jalan Propinsi KM 06, Nenang. Penajam Paser Uara, Email - permanfaatanppue@banktanah xf
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Pasal 6 ayat (1) huruf “a” : “Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak
atau kuasanya yang sah...dst".

Pasal 6 ayat (1) huruf “b" : “Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya
yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk itu kami menghimbau sebagai berikut:

a. Menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas HPL
Badan Bank Tanah, apabila tidak mengindahkan himbauan ini, maka kami
mengganggap Bapak/Ibu telah menggunakan tanah HPL Badan Bank Tanah tanpa
izin yang sah yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa dalam rangka penataan Kawasan Badan Bank Tanah akan segera dilakukan

penertiban terhadap bangunan/pondok atau segala sesualu yang ditanam diatas
lahan HPL Badan Bank Tanah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Badan Bank Tanah

Tembusan :

1. Badan Pelaksana Badan Bank Tanah;
2. Pejabat Bupati Kabupat

Penajam Paser Utara;

3. Kepala Kepolisian Resor Kabup Penajam Paser Utara;
4, Kepala Kejak Negeri Kabup Penajam Paser Utara;
5,

Komandan Distrik Militer 0913 Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Camat Penajam;

7. Camat Sepaku;

8. Lurah Riko;

9. Lurah Pantai Lango;

10. Lurah Gersik;

11, Lurah Jenebora;

12, Lurah Maridan.

Badan Bank Tanah Proyek Penajam Paser Utara
Jalan Propinsi KM 08, Nenang, Penajam Paser Utara. Email . pemanfaatanppui@banktanah. id



Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan warga

Pematokan lahan oleh Badan Bank Tanah




Maket Bandara Naratetama VVIP dan
Jalan Tol Segmen 5B IKN




